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PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR L7 TATIUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILL"A,HIRRAH MANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PET{YAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbarlg bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O8 ayat (3) dan
Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Talnun 2024
tentang P{ak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tatlun 2O2S
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan berdasarkan eanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara,
maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2O25
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu diubah;

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan
P4iak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Talaurr 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang perbenda-
haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter,tarlg Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (t embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6
Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tarnbahian kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O26 Nomor 1, Tambahan t embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O24 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6930);

8. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2O2S tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O2S tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor g5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68g1);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ZZ Ta}r:un 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2076 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(Lembaran Daerah Nomor 219) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas eanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O2S Nomor
2l;
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13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O24 Nomor l, Tambahan
lrmbaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh
Utara Nomor 4 Tahun 2O25 tentang Perubahan atas Qanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2O24 tentang Pajak
Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 257);

14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O25 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN
2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor
12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pqlak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I ditambahkan 3 angka, yakni angka 46,
angka 47, dan angka 48, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh or€rng atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan lidak
mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesarnya-besarnya
kemakmuran ralqyat.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.

3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan ral<5rat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urllsan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dewan Perwakilan Ralqfat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

8. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang perpajakan dan/ atau retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1O. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

ll.Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan.

12. Penanggung P4iak adalah orang pribadi atau badan yang
bertalggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi,
dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayas€rn,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
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14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yarrg selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOp
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingar harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

f9. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
di bidang pertanahan dan Bangunan.

2O. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar b"g
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan
yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah
diterbitkan surat ketetapal pajak dari hasil pemeriksaan
sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian
tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.

21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

22. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun pajak,
atau dalam Bagian Tahun Pqjak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajalan daerah.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau
pembayaran Pqjak, objek Pajak dan/ atau bukan objek
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Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

26. Lampiral Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yarrg
selanjutnya disingkat LSPOP, adalah lampiran surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

3O. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah f,ebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/ atau sanksi administratif berupa denda.

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan da_lam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
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perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah l,ebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Pajak.

36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penangung
Pajak melunasi utalg Pajak dan biaya penagihan pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual
barang yang telah disita.

38. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pemb ayararr yang meliputi seluruh utang pajak
dari semua jenis Pajak, masa Pajak dan tahun pajak.

39. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa denda, dan/ atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak
atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

4O. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan
Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan Surat paksa, penyitaan, dan
penyanderaan.

41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan men5rusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tersebut.

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi
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dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan Retribusi daerah.

43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

44.Tanda Tangan Barcode adalah tanda tangan digital yang
berupa kotak berisi titik-titik hitam dan spasi putih yang
disusun dalam pola tertentu.

45. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap
pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan
yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan
pemndang-undangan perpajakan yang berlaku.

46. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang
selanjutnya disebut Bapenda adalah badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pendapatan Daerah.

47. Petugas adalah petugas pada Bapenda Kabupaten Aceh
Utara.

48. Petugas Pajak Kecamatan adalah petugas pada
kecamatan yang diusulkan oleh Camat.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (l), ayat (2lr, dan ayat (6) diubah,
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(l) Pendaftaran objek Pajak dilakukan dengan cara subjek
Pajak mengisi SPOP dan/atau LSPOP yang disediakan
dan dapat diperoleh di Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah Bapenda.

(2) SPOP dan/atau LSPOP diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Bidang
Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya
SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

(3) SPOP dan/ atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya memuat :

a. Informasi Tambahan untuk data baru;
b. Data letak objek pajat;
c. Data subjek pajak;
d. Data Tanah;
e. Data Bangunan;
f. Pernyataan Subjek Pajak;
g. Identitas pendata/pejabat yang berwenang; dan
h. Sket/denah lokasi objek p4iak.

(4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek
Pajak/Subjek Pajak terdiri atas:
a. surat pengantar dari Desa/ Kelurahan;
b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau

identitas lainnya dari Wajib Pajak;
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c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/ atau Bangunan
yaitu :

1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi
dan/atau Bangunan;

2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi
dan/ atau Bangunan; atau

3. fotokopi bukti hak penguasazrn atas Bumi
dan/ atau Bangunan;

d. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada huruf c angka 2, maka harus
melampirkan surat izin dari pemilik Bumi dan/ atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c
angka 1;

e. surat keterangan kepala desa/lurah; dan
f. fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan

langsung.
(5) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan

terjadinya peralihan Hak Atas Tanah dan/ atau
Bangunan, meliputi:
a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
b. pembahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena

Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa
orang dan beberapa bidang; dan

c. penggabungan Objek Pajak.
(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP

dal/atau LSPOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 1O ayat (1) dan ayat (3) huruf a dal huruf b
diubah, sehingga Pasal lO berbunl sebagai berikut:

Pasal 10

(l) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak dilakukan oleh
Petugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda
dan berdasarkal informasi subjek pajak.

(2) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
alternatif:
a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP

dan/atau LSPOP,

b. identifikasi Objek Pajak,
c. verifikasi data Objek Pqiak, dan
d. pengukuran bidang Objek Pajak.

(3) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:
a. Pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek

Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan
menyerahkan SPOP dan/ atau LSPOP kepada
Bapenda; dan

b. Aktif, yaitu Pendataan oleh Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah Bapenda dengan menggunakan
formulir SPOP dan/ atau LSPOP melalui identifikasi
Objek Pajak, verifikasi data Objek Pajak, dan
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pengukuran bidang Objek Pajak dengan mencocokkan
data yang ada di Bapenda dengan kondisi sebenarnya
objek dan Subjek Pqiak di lapangan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1 diubah,
ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 19 dan angka 20,
dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut:
a. Halaman depan:

1. Lambang Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop
Bapenda;

2. Informasi berupa tulisan "SPPT pBB bukan
merupakan bukti kepemilikan halC;

3. KodeAkun;
4. Tahun Pajak dan jenis sektor pajak;
5. Nomor Objek Pajak (NOP);

6. Letak Objek Pajak;
7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. Objek Pajak;
10. Luas Bumi dal/ atau Bangunan;
11. Kelas Bumi dan/ atau Bangunan;
12. NJOP;

13. Total NJOP Bumi dan Bangu.nan sebagpi d65sl
pengenaan PBB;

14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak
(NJOPTKP)

15. PBB yang terutang;
16. PBB yang harus dibayar;
17. Tanggal jatuh tempo;
18. Tempat Pembayaran;
19. Pengesahan; dan
20. Tanda Terima oleh Wajib pajak.

b. Halaman belakang:
1. Nama Petugas penyampai SppT;
2. Tanegal Penyampaian;
3. Tanda tangan Petugas; dan
4. Informasi lainnya.

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menggunakan
formulir kertas khusus dan berhologram.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebaga imsns tercantum dalam Lampiran II peraturan
Bupati ini.
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5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (S) dan
ayat (6) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bupali menyampaikan SPPT kepada Petugas dengan
disertai daftar penerimaan.

(2) Petugas meneliti, memisahkan dan mengkompilasi SppT
berdasarkan a-lamat objek Pajak paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterimanya SPPT.

(3) Petugas menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak untuk
Ketetapan yang dihimpun dalam Buku I, Buku II, Buku
III melalui Camat atau Petugas Pajak kecamatan.

(4) Penyampaian SPPT ditualgkan dalam Berita Acara
Penyerahan SPPT.

(5) SPPI yang dihimpun dalam Buku IV dan Buku V
disampaikan langsung oleh masing-masing Petugas
kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(6) Petugas Pajal Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT,
tanda terima SPPT yang melekat pada bagian bawah SPPT
harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
dengan mencantumkan nama dan tanggal diterimanya
SPPT secara jelas.

(2) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Petugas melalui Petugas Pajak
Kecamatan pada masing-masing kecamatan.

(3) Petugas menghimpun tanda terima SPPT yang diterima
dari Wajib Pajak, dicatat dalam daftar rekapitulasi
penyampaian SPPT.

7. Penjelasan Pasal 17 ayat (3) dihapus sebagaimana tercantum
dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (21 huruf a diubah, di antara huruf e
dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e2, dan
ditambahkan 1 (satu) huruf yalni huruf p, serta ayat (3)
diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasa-l 18

(1) Bupati mengeluarkan SKPD dalam hal :

a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP
dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis;

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari
jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.
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(2) Formulir SKPD sekurang-kurangnya memuat:
a. lambang daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop

Bapenda;

b. tahun Pajak;

c. letak Objek Pqjak;

d. nama dan alamat Wajib Pajak;

el. nomor pokok wajib pajak dan/atau NPWPD;

e2. Nomor Objek Pajak (NOP);

f. Objek Pqiak;

g. luas bumi dan/ atau bangunan;
h. kelas bumi dan/ atau Bangunan;
i. NJOP;

j. total NJOP bumi dan bangunan sebagai dasar
pengenaan PBB;

k. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena P4iak (NJOPTKP)

l. PBB yang terutang;
m. PBB yang harus dibayar;
n. tanggal jatuh tempo;

o. tempat Pembayaran; dan
p. Pengesahan.

(3) Formulir SKPD sebagaimana dimalsud pada ayat (21

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a diubah, di antara huruf I
dan huruf j disisipkan I (satu) huruf, yakni huruf i2 dan
ditambakan 1 (satu) huruf yakni huruf n, serta ayat (5)

diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara dan
tempat-tempat lain yang ditunjuk.

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dilakukan ditempat lain, paling lambat I (satu) hari
kerja harus disetor ke rekening Bendahara Umum
Daerah.

(3) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajaknya
diberikan STTS sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

(4) Bentuk dan isi formulir STTS sekurang-kurangnya
memuat:
a. lambang daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop

Bapenda;
b. nama Wajib Pajak;
c. NPWP;

d. alamat Wajib Pajak;
e. Nomor Objek Pajak (NOP);
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f. letak Objek Pajak;
g. jenis Ketetapan Pajak;
h. nomor ketetapan Pajak;
il. tahun Pajak;
i2. Jumlah pokok pembayaran;
j. uraian Pembayaran;
k. jumlah Pembayaran;
l. tempat Pembayaran;
m. kode akun; dan
n. Pengesahan.

(5) Bentuk dan isi formulir STTS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam l,ampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 29 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 29
berbunyi sebagai berikut:

Pasa-l 29

(1) Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk
paling irama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya
Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.

(2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilunasi pada tahun berikutnya.

(3) Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan
sejumlah utang P4lak yang ditunda p€lunasannya.

(a) Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan atas
utang pajak yang masih harus dibayar karena
ketidakmampuan wajib Pajak membayar pada saat jatuh
tempo.

(5) Bentuk dan isi formulir angsuran dan penundaan
sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran V yang merupakan bagtan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (a) diubah, sehingga
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(l) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda.
(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan

informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai
bagian dari pendapataa asli daerah.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang
sah dari bank dan tempat pembayaran lainnya.

(4) Bapenda menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari
bank atau tempat pembayaran lainnya paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
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12. Ketentuan Pasal 31
sebagai berikut:

diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi

Pasal 31

Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat membetulkan SPPT,
SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4O

(1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2
dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek

pajaknya dengan benar; dan
b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan
karena keputusan keberatan, putusan banding,
putusan peninjauan kembali, keputusan
pengurangan, atau keputusan lain, yang
mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.

(3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas 1

(satu) Tahun Pajak berjal an dan f atau tahun-tahun
sebelumnya.

14. Ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf a diubah, di antara hurufj
dan k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j2, dan ayat (6)
huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf
i, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD
tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang pada
saat jatuh tempo STPD, Wajib Pajak ditegur seca-ra
tertulis dalam bentuk Surat Teguran.

(3) Surat Teguran sebagaimara dimalsud pada ayat (2)
dikeluarkan 7 (tujuh) hari ke{a sejak tanggal jatuh tempo
STPD/Keputusan Pembetulan/ Keputusan
Keberatan/ Putusan Banding.

(a) Dalam jarrska waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja
setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak harus
melunasi Pajak yang terutang.



-15-

(5) STPD sebegaimana dimaksud pada ayat (1) sekurarg-
kurangnya memuat :

a. lambang Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop
Bapenda;

b. nama Wajib Pajak;

c. nomor dan tanggal penerbitan;
d. alamat Wajib Pqiak;

e. jumlah pajak yang terutang;
f. letak Objek Pajak;
g. nomor objek Pajak;

h. rincian pajak yang terutang;
i. tanggal jatuh tempo;
j1. tempat pembayaran;
j2. Pengesahan;

k. tahun Pqiak; dan
1. tanggal diterima;

(6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya memuat:

a. lambang Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop
Bapenda;

b. nama Wajib Pajak;

c. nomor dan tanggal penerbitan;

d. jenis pajak;

e. tahun pajak;

f. nomor dan tanggal STPD / SKPD / Keputusan
Keberatan / Keputusan Pembetulan/ putusan Banding

g. tanggal jatuh tempo;

h. jumlah tunggakan pajak; dan

i. pengesahan.

(7) Bentuk STPD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran M dan Lampiran MI yang merupakal bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf a diubah, di antara huruf c
dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c2, dan
ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, serta ayat (4)
diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Apabila jurnlah Pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (41, jumlah pajak yang
harus dibayar dapat ditagih dengan Surat paksa.



-16-

(2) Bupati menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari kerja sejak tanggal dikeluarkan surat
teguran.

(3) Surat Paksa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat :

a. lambang Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kop
Bapenda;

b. nama Wajib Pajak;

c 1 . nomor dan tanggal penerbitan;

c2. alarnat

d. jenis pajak;

e. tahun pajak;

f. nomor dan tanggal STPD / SKPD / Keputusan
Keberatan/ Keputusan Pembetulan/ putusan Banding;

g. jumlah tunggakan pajak.

h. Pengesahan

(4) Bentuk surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan
Bupati ini.

16. Ketentuan Pasal 46 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 46
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang setelah
lewat waktu 14 hari kerja sejak tanggat pelaksanaan
penyitaan akan dilaksanakarr pengumuman lelang.

(2) Pelaksanaan pengumuman lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib pajak belum melunasi pajak terutang
dan biaya penagihan yang masih harus dibayar setelah
pengumuman lelang dalam jangka waktu 14 hari kerja
akan dilalukan penjualan barang sitaan melalui kantor
lelang negara.

(3) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
penerimaan daerah sebesar pajak terutang dan biaya
penagihan.

(4) Kelebihan atas penjualan barang sitaan dikembalikan
kepada Wajib Pajak.

(5) Tatacara pengembalian kelebihan atas penjualan barang
sitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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17. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) diubah, sehingga pasal 57
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57
(1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila:

a. Pajak yang dibayar oleh Wajib pajak lebih besar dari
SPPT, SKPD atau STPD; dan

b. SPPT, SKPD atau STPD yang dibayar oleh Wajib pajak
tidak sesuai dengan kondisi objek pqiak.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada
Bupati untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

18. Ketentuan Pasal 59 ayat (71 diubah, sehingga pasal 59
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Bupati paling lama 12 (dua belas) butan sejak
diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (21 harus memberi keputusan.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan dianggap dikabulkan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan
untuk melunasi utang Pajak dimaksud.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP;

(5) Dalam hal pengembalian kelebihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 0,6 (nol
koma enam persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran;

(6) Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimalsud pada
ayat (5) diberikan hanya untuk Pajak yang dibayar oleh
Wajib Pajak yang ketetapannya tidak sesuai dengan
kondisi objek pajak.

(7) Formulir SKPDLB sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada

8 H

,t
\

BUPATI I?

IS A.J
Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 JuIi 2026 M

8 Safar 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

4
DAYAYALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026 NOMOR 97

\
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR O? TAHUN 2026

iJo,,reNc
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Bahwa dengan dibentuknya Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan
Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara perlu
ditindaklanjuti dengan merubah Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12
Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan untuk penyempurnaan dalam petunjuk
pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan. Hal yang diubah antara lain pelaksana pemungutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dihapus

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 162



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR €e7 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PA.JAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

A. SPOP
PEMERINTAHAN KAE}UPATEN ACEH UTARA

BAI)AII PEITDAPATAIT DAERAE
B. Aceh-Medan Km.295 Mns. Alue Drien Kec.

Kode Pos 24382
LHOKSUKON

xo. romuur 
I tI I I fT-r

Selain yang diisi oleh Petugas (bagie yaig dnNir diisi)

otch Wajib Pajak

tarda silar8 pada kolom ym8 ssuai

SURAT PEMBERTTAHUAN OBJEK pA"rAK ( SpOp )

1. JENISTRANSAKSI ] r. rcrcUmu Oata i ] Z. RemutaErim Oata 3. Penghapum Data

PR DTI
tl

KEC KELIDES BI,oK

r-i-Tt []_n t_r

ffI ITt t-l

NO URU.T KODEi llTl|r
ll tilii

2. NOP

3. NOPBERSAMA

I

t

A. IITFORMASI TAMBAHAN IINTI'K DATA BARU

4. NOPASAI m tr TT-TI I--rTl m rrrn I
B. DATA LETN( O&'EK PA"'AK

5. NAMAJAI.AN
I

7. tsANJAR/SUBAK
I

8. KELURAIIAN/DESALL,IIL

I_T-I

r-T-l

T-T-l

T--T-I-T-T-T_-rT-ITI

I-T]--r-TTTTT-T-I

6. BLOK/KAV/NOMOR

[_[[
9. NOMQRTDLEPONfrrTTT-l TTT_r-_T-l ffi

C. DATA SI'B'EK PA^'AK

lo stArus I I r. e.-iu* | lz. e"ry"*

11 PEKERTAAN I I r. ms f I lz. mr7ror.ru

] a. eengetota

I ls. renstunm'1

| +. ec-"t"i

I l+. n"a*

I Iss."gk,"
lt__I J ffinya

12 NAMASUBJEKPAJAK 13 NF('/PIII IIrIIrriT iIIfll TIIII IIIII III
14 NP\IYPDtrTiitl

TT_ T_T_-T_-f_-]

15 NAMAJAI..AN 16. BLOK/XAVrlllttlllll[rrl T_TT_TT_I-TTT-TTT_T-Tf TTT_T TT-l
17 BANJARrrTl
18 KELURAHAN/DESA

20 KABUPATEN/KOTA

22 NOMOR I(tP
lril

19 NOMOR'IELEPONrT-r

fT_r_

[T-r

mm
2I KODEPOSm TT-l-rn

23 NOMOR KARTI' KELUARGAITIM
D. DATA TANAH

24 NO. SERTIFIXAT

26 LUASTANAH (M1

27 JEMS HAK

28 TGL SERNFIKAT

29 JENIS TANAH

IT-TTTTI
T-r-rT-rTt

25 ZONA NII,AI TANAH

I MilikL 2. GunaBangunm i ]s. o*"uor," I lo.p"u I is. r,*r,-r"irt

I] I
l. Teah + t 2. Kavlins

Siap Bangu
[ -le.t*"r, I l+.r*iu,*

Kosng UEUBangunm

Catatm : 'l vmq Denchasilamva smata-mata berasal dtri saii atau uil& Ensiunm

-20-

I

l

f



-21 -

E. DATA BAITGI'I{AIT

F PAJAII
SaF 6d}€i,L,n bohe info@i ysis tclah ey. b.ril@ dalsE fo@uk ini r.m@t kEp re}! a.lalah b.M, j.ta! d.!
LDd@p I'mlmt k.adm yatl8 *b.oaEla.

31 NAMA SUBJEI( PA'A(/

Dalar hsl b..tilrla} *la&u klrM, Suar kuas haEp dibmpi.k&
Dalah brr Subj.l Paja} mdd.narkm endiri Objcl Paj{rl, supat€ o.nsqmbarkm Sk t/Dcnah Lokasi Obj.k tujak
Bata. *Ektu Fna.Ebalje SPOP 30 (tisa puluh) hari &j6k diteriEa ot h Sulrj.k pajak

C. IDEICTITAA PEXDAT

PETUOAS PENDATA

34. IANOCAL OoL/BLN/THN)

35. TANDATANOAN

37. MP

II}lTIIIII
MENOETAHTN PTIJABATYANO BERII'DNANC

3a. T NAGAL (IGL/BI,N/TI[)

39. TANDATANGAN

40. NAMA JAIAS

4I. MP

Itilrr'IIr

SKET / DEITAH LOI(ASI O&'EX PAJAX

XETERANGAN Contoh Pen@rbarm

- CambarkBn gk t/dcrah lokaai obj.k pajak (tdpa s&,la),
yara dihubuD*an d.oBn jalar Eya/jaran ptutokol .ial4l
linakuqm d.n lai!-lai. yela Dud.h diLrahui olch uoun.

___ l

I- s.butk n beta&tats. F-ni.-r eb.lah ut a. &late^,
(NOq

(NO8

tNoP)

tI

30. JUMI.^H B NcuN N fIE
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B. LSPOPMASSAL

LAMPIRAN SURAT PEUBTRITAIIUAN OB.'EK PAJAI(

1. JENIS TRANSAKSI tr l. Perckamm Data flz. e"-rta.rririlData !3. Renghapumoata

Pcnilaim Individual

m

tr
XTTII KEC KEL/DE.S BLOK NO, URI..N KODE 3. JUML,AH BON

4. BANGUNAN KE2. NOP

A. RIITCIAN DATA BAITGUNA1T
5. JNS PENGGI,'NAAN

BANGUNAN

Ie"-*rr*
ItoUo7apot"t7 raw/Ruko

flnot t7wi"-"

fttain-tai'
Iapett"m.o
flGcdung Sekolah

! 2. eeruntom swta [a. e"u.it

E 5. Rumah Sakit/Klinik [0. Or"f, n g"7n"k*".i

f] A. S""gt"tTCudar4/Pertanim EIg. Gedung ltmerintah

E I 1. Bng Tidak Kcna Pajak f 12 nmgunm pakir

f114, Ftmpa Frensin frS fangki lr,tinyak

6. LUASBANGUNAN
(M')

8. THN DIBANGUN

9. TT{N DIRENOVASI

7. .'UMT,AH I.ANIAI m
10 DAYA LISTRIK

TERPASANG (WATI)

1 1 KONDISI PADA
UMUMNYA

12 KONSIRI'KSI

13 ATAP

Es"',g",
Baik

Els".i"

IDcrabonT
Bcton/
Gta Glazur

f]*oi
Aluminium

f]tta.t "a"
Iru*",
!*..tiL7

Jati

[2. e"it

[2. net"n

flz. ctgBetonT
Altminium

I s. s'a*g fl+.;'r.r

E 3. Batu Bata [+. r.1-

I a. ctsaieT [+. a"ues
Sirap

l-l s. s".g

14 DINDING fl2. a.to' I s. aatueataT fl+. r"w I s. s.rg
Conblok

15 LANTAI

16 LANGN-LANGTT

[2. r'*L fl s. t"**
f]2. t ipr"r7a"*. f] B. ridak ada

Bmbu

[+.uuurc I s. s'*".

rII

B. FASILITAS

17 JUMI-qJI AC !"o* f]]*.oo* 18 AC Scntml [,. ^r.
2. Tida* Ada

19 LUAS KOLAM

RENANG (M2)

flDiplester [2. n*g*
Pelapis

20

21 JUMT,AH

I.APANGAN

TENIS

DCN I.AMPU

[*,o,

f]*o.r
fifanafr f,i"t7

Rumput

TNP LAMPUm 22 JUMI,AH LIFI

ff]e..,-p*g
ffirapsut
ffirarog

23 JUMI,AI{ TANCGA

BER..,AI.AN

24 PANJANC
PAGAR (M)

BAHAN PAGAR fte4"7e."i [2. aataTeata*o

25 PEMADAM
KEBAKARAN

It. uya..r, Ir. aa"

[r. sor,rtt", I r. 
^u"[s. rioar. Ir. ao"

I z. ru.taau

I e. r,o.r^o"

I z. ria.raa.

26 JML. SALURAN

PES. PABX
27 KEDAI,AMAN SUMUR

ARTETIS (M)

rT-n
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C. DATA TAMBAIIAN UNTUK JPB = 3 l8

TINOGI KOLOM (M)
- 3181

(M1

LEBAR BENTANG (M)

30 DAYA DUKUNG
I-ANTAI (KglM?) DINDING (M)

D. DATA TAMBAHAN UIVTUK BANGUITAN NOIT-STANDARD

flrrnralnonen swAsrA/cEDuNc pEMERIMTAH (JpB - 2/9)

3s KErI\SBANGUNAN [r. r"u* r [ 2. Kerae2

fltrro / AporrK / nASAR / RUKo (JpB - 4)

34 KEL{sBANouNAN [r. *"*, [ 2. Kelas2

flnuuan saxn / KLTNTK (JpB - s]

3sKET,AsBANGUNAN [t.*"""r [ 2- Ketas2

l-l+. r"u" +

4. Kelas 4

I

4. Kelas 4

36 LUAS KMR DNG
AC SEMRAL (Mr)

flolaH naca 7 REKREAST

38 KELASBANCI'NAN

[rorurT*rro 1r"" = 11

39 JENIS HOTEL

37 LS RUANG T,AIN DNG
AC SEI\TTRAL M])

UPts = 6l

l_l t. rcus t l_j 2. Kctras 2

40 JUMLAI{ BINTANC

I t. tton-nmrt

[r. r.*"gt f] 2. Bintmg 4

f]2. n""".t

Is. att*e !o.at*r.r-, I r. NonBintans

41 JUMI,AH KAMAR 42 LUAS KMR DGN
AC SEMRAL (M1

43 LS RUANO LAIN DNG
AC SEI{TRAL tM'}

flr*ou**.o*o* 1r", =
44 TIPE BANGUNAN

[^"^orlouol (Jm - 13)

45 KELASBANGUNAN

46 JUMI^AH APARTEMEN

AC SEItTRAI (M')

[r*oror,*o(JPB- ls)
49 KAPASITASTANGKI

(M1

[o"ou*o st*oLAH (JPB =

51 KEI,ASBANGUNAN

Sr. r,*u I z. ry.e [a. tp.z [+. rip" r

1. Kel,as 1 I r. *."", I 3, Kelias 3 n 4. Kelas 4

47 LUAS KMR DGN 48 LS RUANO I,AIN DNG

AC SEN?RAL (M') AC SENTRAL (M')

50 L TAKTANGKI [,. o,^*" 2. Di Bawah
TaahTanah

frr. *.,"" r [raasz

III

l---- II

E. PEMLALAN INDMDUAL ( x lofi) Rr.l
52 NILiII SIS?EM 53. NIIAI INDTVIDUALITI II

F. IDENTITAS PF^'ABAT

PE|I'UCAS PENDATA

g TGLKUNJUNGAN

KEMBAII

55 TOL PENDATAAN

56 TANDATANGAN

57 NAMAJEI,AS

58 NIP

MENGETAIIUI PEJABAT YANG BDRWENANG

59 TGL PENELITIAN

60 TANDATANGAN

61 NAMAJEI.AS

62 NIP

IIIII

[s. reuss

[r. *"*.

[s. *"*s

fT/ f-ff/TTl
fTff-ff/Tn
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C. LSPOP INDIVIDUAI
LAMPIRAN SURAT PEUBERITAIIUAIT OBJEK PAJAI(

I, JENIS TRANSAKSI

4. P.nilaiM lDdividual
E2. p.mutalhitu Data !s. r."gt "p"* o"r

2. NOP

DTT KEC KEL/DES BLO(

E r-T'l rrrr TT-T'I T-rrl
NO,URUT KODE 3, JUMLAH BNG

fffT-f E 4. BANouNAN KE

I. IDEITTITAS OBJEK
5- JNS PENOOUNAAN

a. Toko/ADot r/P.q/Euto
! a. e.t*ro* su"ra [s. e"u*
E s. R"-.1, s"r.i/Kinik EO. Or"r, n s/n"rroot
! a. e."gt ycuaalsTprriaiis E 9. o.duls pcm.rintsh

El l. Bns. 
"idak 

km Pq,* E12 BallslrtB ttrkr
El4.p.opaB.Gin E ts r""*Li Miny.L

6. KONDISI UMUM

7. TAHUN SELESAI DIBAI'IOUN

fl z. a.i* !s. s"a*e [r. u.r.t
A. 1'AHUN DIRENOVASIrltr III

II. DATA KOUPC'ITEIT UTAIIIA
9, JUML,AH LT,B\NO

II LUAS tsANOUNAN

12 LUAS LT- &ISEMENT

E ltdk tmsuk ba&E.ntl 10 JML LT, BASEMDNT E
Dr Rueg[, Lep'./6it apart e.n {,rPB 7.5. 13} pabrij., gudeng, kanopi

61 Lud ru.ras lain

13 (oNsrRu(sr f]aaia floatu e"a flacton Er"v"IIIIT
III. DATA KOMP'ONEI{ MATERIAL

14 MATERI,AL
DINDINO DAIAM

Str Icyp."m ft;
En

EP*. D6d
E

flnv*ooa

15 MAIERTAL

DINDINO LUAR

Es."e
Ep".

.rmrr.tfffl
UmlUffi

!e"t""
Dx"r"

DINDiNG DAIAM
J-r.LrfIE

E3L
Eh
EBL

E:L
En

flwar

flo*it
Io*itm,oo uor.rt fffi J"n.L, Efl=
flrcno*.r-r u

std

17 PELARS
DINDINO LUAR

flr.m;* rml r.r FT-l-] [r"*Std Lokd

q- J6r.lI t:E EM*, JolLt[ffi

J-r.LtEE

[e*".t*

EEt -iv

Ec"t

Io*it
]8 I.ANGIT.I,ANGIT .rmr. r.t fll E

E
E

..rmr. r-t fffll E
Str

E)c-ntcns Elo* Ec."t""g

20 PENU1UP E:t
Er.
E*
F-lsr
[fo.-
$L
E"*

ElM.*d Jmr. Lt fID
flc*it .ror.r-r fffi
[x.*r.,ror. r.t f]lll
flrGre.t Jnr. Lt EE
flrr usir.rnt. t,t f[
Es.Dcn JDr. Lt |E

F---lsr

E"J.
F---lsr.E*-

umr.rmll-tffi

;mt. r-r fffi

Jnr.Lr EEI=
Jel.r,tEEE

ITI
III

ll

rrr III

rrr rtI
I'I
rII

III
ITI

lrr

rtr

TII
I
I

l,- ."-"",tE i-T---T---r-] r---r---r---.1

r-T-r--'l
r-rF--'l

F--r--r--'t
T--r--r--1

F--'lsrE*-
f---'lsr
LJB*
f---'lsr

[---'lsnEl*-
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TV. DATA KOUPiOITEIT FASILITAS

& Split

c. Flffi
Elp*
flpr

2I JUMIAHDAN DAYAAC u. winaowff]ff[unit
c, Ccntral

[---'lpr

a Penumpmg ffilurit b. Bumg III-lu.it22 JUMLAH LIFI

& Lb{ < o,8m l-T-luott b. Lbtr > 0,8 [-I-'lu'tt23 ESKAI-ATOR

c. Bctm
he€bk

c. BRC

J-T-f-T--'l-

fT-f-f--la

u.e"t" lTTf-l-
b. sed l-|-ff-]m

24 PAGAR E-
fl*

ITJ-T-]- t"eg T-Tl fl-a. Batako Tinsgl

Tincg

!1."1-1
LlJEt.Lt
Et."@r
I lJml.Lt

b. ccTv

25. SISTEM TV

a MATV [a Hy&ut

[t. sp"i.r.r*

f]c. alomKebaloro

[a. ro,*to-

26. PROTEK.SI API 27 SISTEM AIR PANAS

28 RESERVOIR

t

[-]"a.U
[_lta* aaa

[.a.
l__ltdk ada

Saluru
29 JUMI.AII SAIURAN

EXT, PABX
l-'1.a"
f],a.r..a"

Pcnmgkql Petir30.

30. I"*
f]ta*.a.PENGOLAHAN

ada
tdk ada

SISTEM TATA
SUARA

I

34 SISTEM

36 KOINM RENANO 37. JUMI.AH LAPANGAN TEMS

dm Imou
& Beton 

" 
ffio*

b. Aspat IT]t*
c. Teahliat fTlt-

}IAIAMAN

a Ringm
b. Scdug
c. Kcru

Tmmlamou

m
I--
38 LUAS PERKERASAN

V. DATA KOMPIOITEIY FASILITAS

I-lg.g."
fls"a*g
[laoengah
J---'lt*mt
J-'lsagat eerat

41 latai :

Dalm Dukung

I

FT-TI*"
TipsBentang

40 kba

42 Lraa

awin

f] .ren: p,rerurg / JPB s (cuDAlrcl

3e rineri fEfl-,
Kolom

I JPB 14 (POMPA BENSIN) 43 Jumlah Kmopi

flDiab tanah

[oiu"*frtaafr
JPts 15 (togki minyak) 44 Posisi 45 Nap@itasI D

VI. PENILAIAN IIYDIVIDUAL (x 1ofi) Rp )
46 NII.A.I SISTEM 47. NILAI INDMDUAL

VII. IDENTITAS PENDATA / PEIABAT YANG BERWEITAITG

lItrII7TI
PETUCAS PENDATA

50 TANDATANGAN

51 NAMAJEIAST

52 NIP

48 TGL KUNJUNGAN
KEMBALI

49 TGL PENDATAAN

MENGETAHUI PE'ABAT YANG BERWENANG

53 TGL PENELITIAN

g TANDATANGAN

55 NAMAJEIAS

56 NIP

/Y

BUPATI

\

A.

IIL]TtrE-'



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoRgJ raHuN zozo
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
A. Halaman SPPT

PEMERINTAHAN KAI}UPATEN ACEH UTARA

BADAIT PEtrTDAPATAIT DAERAII

Jalan Banda Aceh-Medan Km.295
Mns. Alue Drien Kec. Lhoksukon

Kode Pos 24382

LHOKSUKON
S.[eiD yang diisi olch Pehrgd (bsfim yanA di*ir diiri olch
wqD reld
Bcn bda dleat pade LoloE lmng *&ai

No. Fomulir

SURAT PEMBERITNIUAN PA"'AI( TERHUTANG ( SPPT I
PA.'AIT BUMI DAIT BANGUNAIY TAIIUN ............

troP: ANIIf, 3

I,ETAI( O&JEK PAJAI( NAMA DAN AI-JIMAT WA'TR PAJAI(

NWP

OBJEK PAJAK LUAS (Er) KEIAS NJoP PER E. (Rp) ToTAL IUoP (Rp)

PBB yang Terhubng

NJOP Sebeaai da& FEna.rree PBB

IIJOPTKP G{JoP Tidak Kcu Peja}l
NJOP Etuk p€rhituntm PtsB

PAJAX BUMI DAN BANGT,NAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMFO

ITMPAT PEMB,{YARAN

KEPAJ./T BADAN PENDAPATAN DADRAII

XABUPATBN ACEH ITTARA

NAMA WP

Iftak Objek Pejek : f@hi

DGa/IGfut.ru
NUT
srrr r'6u/ip

Dibri@ tgl :

Talda TarSe :

(....."........'...................................,
Na@'I'CENI

-26-
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B. Halaman Belakang SPPT

1 Apabila dalm SPPr terdapat hal-hal yang meragukan (or€tan, tipfl dm lain-lain)

Wajib Pajak depat menghubungi Bapcnda Kabupaten Aceh Utam-

2 Pajak yang terutang herus dibayar sekaligus slambat-lambatnya 6 (enm) bulan

scjak tanggal diterimanya Surat Pemberitahum Fajak Terutmg (SPPT) ini.

3 Pqiek yang terutang hanya dapat dibaytr pada tempat yang ditcntukan dalam SPPT ini

4 Bukti Pelunaw Pembayaran ymg sh adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTSI untuk
pembaymn wm langsung atau melalui petugas pemungut.

5 Apabila pembaym Pajak dilaksanakan dengm tmsfer/pcmindahbukukm/pcngiriman

uang melalui bank/kantor pos, agu mencantumkan nema Wajib Pajak, Nomor Objek Pqiak,

NP\IIP dm Kode Akun.

6 Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada turggal jatuh tempo, dikenalen mksi scbagai

berikut:

a) Denda administratif 2olo sbulm dari jumlah pqisk terhutang yang tidak dibayar, dan

b) Ditaaih dengm STP-PtsB, dm dalm ha.l STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutlen dengm

sumt pakm yang diikuti dengm penyitaan d8n pelelangm atas kekalEan Wajib Pajak.

7 Keb€,ratil atas jumlah pajaft ymg terutmg pada SPPT ini dapat di4iukan ke Baprcnda

Kabupaten Aceh Utm dalm jmgka walau 3 (tiga) bulan sejak tmggal diterimmya

SPFI ini.

8 Permohonm pengurangm Pajak yang disebabkar kmna kondisi tertentu objek pqiak

yang ada hubungaanSra dengan Wajib Pqiak dm/atau karena sbab-sebab tertentu lainnya,

hms diajukan pafing lqmbat 3 (riga) bulan terhitung sjak:
a) Diterimmya SPPT ini;

bl Terjadinya bencana alam atau sebab-sbab lain ymg luar biasa.

9 Batas waktu tembut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjmg jika Wajib Pajak dapat

membuktikan bahwa hal tersebut dilutr kekuasaannya.

l0 Pengajum Kebcratan, Banding dan Penguran8m tidak menunda keryqiiban membayar

I1 Apabila objek pajak dipindaht€ngankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian,

Wqiib Pqisk harus melaporkm ke Baprenda Kabupatm Aceh Utam.

12 NJOP sebagal dasar pengenaan PBB pada SPPT ifii dapat diperyunaken sebegal dasar

pcngmaan Be Ferclehm Hak Atas Tmah dm Bmgunan (BPHTB), csuai dengm

ketentuan Pasal 12 ayat (3) Qmun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 20/24 tc t^ng

Pqiak l(abupaten dan Retribusi Kabupaten,

13 Apabila tanEml jatuh tempo tcrtu-tis tangal :

a) 30 Scptember, maka bulan I stelah tangal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober

s/d 3l Olrtober, bulan Il adalah tarlgal I Nopember s/d 30 Nopember, dst.

b) l0 S€ptember, maka bulan I stelah tanggal jatuh tmpo adalah tanggal I f Septemb€r

s/d l0 Oktobcr, bulan II adalah tanggal I I Oktober s/d 10 Nopember, dst.

PERIIATIAIT

Nama Petuga.s :

Discrahka kc Wqiib Pqiak rcngEal
Tanda Tangen Pehrgas

\
BUPATI

A. JALIL



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMORT+ TAHUN 2026
TEMANG PBRUEAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NoMoR 12 TAHUN 2025
TEMANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
A. SKPD

PEMERIIITAII I(ABUPATEIT ACEH UTARA
BADAIT PTITDAPATAN DAERAII

Jalan Banda Aceh-Medan Km.295 Mns. Alue Drien Kec. Lhoksukon
Kode Pos 24382
LHOKSUKON

SITRAT I(ETETAPAN pA.rAK DATRAH lSI(PDl
PI"IAK BI,UI DAII BAXGITNAII PERDF.SAAN DAt{ ptRr(OTAAI{ (paB-p2)

Nomor

Tmggal Pencrbitu :

Tahun Pajal<

AKUN

Ltrt ObLL Frht

Alamt
Dm/Kclunhm'
K6mtan
Kabupaten : Ach Utan Kode Pos

lfaEa d.r .hE.t W&llb PaLL

Nma
Ala@t

Kabupatcn/Kota'

Kode Pos

NOP NPWP

Data Objek Pajak,

OBJEK PAJAX LUAS (m') KELAS NJOP PER m'. [Rp) NJoP (Rp)

Rp.

Pcrhitungu Pqisl( yang tcrutana

NJOP *bagai dm penScn@ PBB ftotal NOB

Nilai Jual Objck Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)

NJOP untuk pcnghitunge PBB (angka I - mgka 2)

?eentas NuiLai Jual I{cna [!ia} (NJKP)

NJKP (angka 3 x mgka 4)

6.a. PBB yanA terutang [uif.... 9o x mgka 5]

6-b. Pengcnam Khusu RS Smsta/PTS/lnrcstasi Wilayah Tcrtentu , 1...v, frdG 6.a)

PBB rag ha11 libayu (angka 6.a atau angka 6.b)

o/o

Pokok/Jumlah ' PBB lEng masih harus dibayd
Rp

Rp

RpJumlah ymg masih hms 8+ e)

Terbilang

Talggal Jatuh Tempo

TeEpat Pcobayaro

1)

2l

a,n Bupeti Acch Utam

Kcpala Bade Pcndapatm D&mh

NtP.

-28-
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B. LAMPIRAN SKPD

LAMPIRAN

SUFAT KE'TETAPAN PAJAK DAERAH (SKT'D)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDFAAAN DAN PERKOTMN (PBB.P2)

Nomor :

TahuPajak :

TanagslPencrbitan :

Tanggal Jatuh T@po :

N@a Wajib Pajak

NPWP

NOP

l) Diisi dergu Kelaa NJOP/n2 esuai kolom (3) / Kclas NJOP/n. &suai koloE (4)

2) Corct ymg tidak pcrlu

Perhitungm Pajak ymg tcrutmg

5mg hans dibayu (angka l8.a atau mgka 18.b)

Pokok PtsB yang @ih hms dibaytr (an8ka 19 kolom

19 kolom

Umim

m2

m'

m"

I

Rp.

o/o o/o

1

Rp.

Rp.

6)

(3)

/Kclas..) '

Bmguro(angka2xugka

I
2

m2

m'
m' m2

m2

Rp.

Rp.

Rp.NJOP Bargunm Bcru pcr E2 (Kclas... /Kclas..) I

sbaSai d8g penScnm PtsB (anaka 9 + .ngka 10 + ardka
11 + anska 12)

1E.a PtsB yarg tcrutang (Iuif .... % x angka 17)

Jumlah Rupiah Menurut

Fiskus/ Keputum

Bumi

Banglm

Bumi Bcl:m (maka 3 x angka 7)

Elangunu Bct:*'m (ugka a x argka 8)

(araka 15 x angka 16)

Nilai Jual Kem Pajak (NJKP)

Bangunm

Jual Objek Pajak Tidak Kcm Pqjat {NJOPTKP)

3 Bumi Bersma

4 bema

7 Bumi Berua per E'2 (l(cl,as.., /Kelas ..) ,

I Bumi (mgka I x mgka 5)

5 Bumi per m'a (Kelas ... /Kcl6 ..) I

Wajib Pajak/
Kctctapan

lE.b Fcngcm khuEus RS SmEta/PTs/lnvetasi Wilayah

Tcrtcntu 2 (,.,Yo x anaka l8.a)

untuk pcnghitungu PBB (mgka 13 - mgka 1a)

( BUPATI

\

A.



LAMPIRANry
PDRATURAN tsUPAI'I ACEH U'IARA
NOMOR 27 'I'AHUN 2026
TENTANc fenugeHer.r ATAS pERATURAN BUpATT ACEH urARA NoMoR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PA"JAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN

urttik

LeDbar uotuli Bap€rda

BUPATI AC k

Tempat PeEbaysran :

Telah men€rima Fmbayarat PBB Th.
Nama Wajib Pajak :

tdakobjekPaj.k : Kecorn.tan
: Desrcampoog

BADAN PENDAPATAN DAERAII

dari

SURAT TANDA TER] MA SETORAN (STTS)

Nomor SPPT (NOP)
Squntlah : Rp.

t
TI

I
N

vI
vtl
vtI
lx
xx
xu

xI
xw

xvt
xlII
x!1tl
xx
xt
xxl
lofl
tofil
)ov

E E) C:'

onc
t, t

Arl

empo

'-rN

JtE a\ yaDS lEnE dibayar (te$)asuli &trda) Jilvl FurbayaraD
dilakdiarl pada bulal ke (setdah taoggsl Jatuh terDpo) :

RP

Trlggal PeDboysrsD
Julrlah

LT
LB

Tanda Terirna
dan

Bark/Po6

Terpot Perrhdyarm :

Telah rrleEima pe$rbayardr PBB Tb.

Letak Objet Psjak : KecarBtatr
: Deso,/Gdtrrpolg

ds!i

Noor( SPPT (NOP)
Scjutlah : Rp.

Tmggsl Pcrnbayare
Juoiah y.!g

RP

Tanda Terima
dan
BanuPos

Telah meEiuu peo$aydrn PBB Ih-
NaDa W.jib Pa.,ali :

Lart Obj* PajaL ; KecaDar&
: Desa/Ga.upoog

dan

crDcr SPPT (NOP)

TauSgal PeDlbsyorao
Ju:lah fang

RP

Sejurnlah : Rp

Tanda Terima
dan

Bank/Pos

-30-
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I,AMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoRg? rAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2025
TEMANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

drrrot lr

A. JALIL

\

Perihel : Pemohone Angsum/Penundm Pembaym ' Yth.

......... ,....... Tahun ........

Kepada:

Bupati Aceh Utara

up.Kepada Badan Pendapatan Daemh

Demh Kabupaten Acrh Utara

Lhoksukon

Dengm Hornat,

Saya yang bcrtanda tsngm dibewah ini
Nama

Alamat

Bertindal selsku .............atas obyek pajak pBB :

Nama

NOP

ktak Obyek Pajak

mmyatalcn masih mempunyai utang pajak berdaskan
Banding/Putuw Peninjaum Kembali ! |

SKPD/STPD/SK Pembetulan/SK Kebemtan/putusan

Tahun Pajsk :

No. Ketetapan/Keputuw/pl,rtusan :

Jumlah yang masih hms dibaytr |

?anggalJatuh Tempo Fembayaran :

Terhadap utang pejak ters€but diiatas, sa)ra mengajulcn fEmohonm untuk
l. mengnngsur pcmbayaran pqiak sbccar Rp. ..............................,.(.....

a- marE mgauran : ........................... kali; dm
..)'

smpai dengan tanggel ............ kmna sya mengalmi kesulitm
keuangm/likuiditas3 gmssi Kas, Bankdanutmg piutang per tanggal ......... /mengalami
keadaan di luar kekuasaen) I dengan bukti berupa

Berdasarkan permohonm rbagaimma dimaksud diatas, sya bersdia memberikm jminm berupa : ...............-........

Homat Saya,

Pemohon

Keletwq@ :

1. brctgangtidakFftt
2. Diisidang@turiw
3. Kaemq@ tifuid&as diisi ufttuk Mm ueha>

-31 -
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PEUERIXTIIH XABI'PATEI| ACEH UTARA

BADAIT PEI$DAPATAIT DAERAII
Jalm Bmda Aceh-Medm Km.295 Mns. Alue Drien Km. Lhoksukon

Kode Pos 24382
LHOKSUKON

TAHIIX

SURAT TAGTTTAI{ pArAr( DAERAIT (STpDl
PA'AI( BI'UI DAI{ BAI{GINIAIT PERDESAA.r DAN PTRKOTAAIT

(PBB-P2l
roxoR
TAjrGGAL PETERBTTN.

Jumlah pajak ymg
terutangymg masih
hms dibayar

Rp. ...,.......-......................
Dengm huruf :

letak obiek Paiak
Ikbupaten
Kematan
Des/Kelumh
Alamt

Nma dan almat Wajib Paiak

NOP : NPWP :

Paja} yang terutang menurut SPIT/SKPD2 Tahun

;:ffi:HT*
Jumll! ymg dapt dipcrhitungka lngka 2 +mgka 3 ) ]

Tmggal Jatuh Tempo Tempat Pembayffi:

Rp.
Rp.

Rp.

I
2

J

4

5 Pajak ymg kumng dibayar (mgka 1-agka 4)

ans44

Perincim Paial< varu terutans

(a1gka s)
Pajak dikurangr

6
7

8

PERHATIAN

I.STPD ini hmsdilunmi peling lambat 1 (stu)
bulan sjak tanggal diterbitkan.

2. Apabila stelah lewat tmggal jatuh tempo utang
pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihm
alen dilanjutkan dengan penerbitan Sumt Paks
pelaksenaan sita dan lelang.

Lhoksukon, ....-............. Tahun .,......
a.n. Kcpola Badm Pendapatan Daerah
Kabupaten Aceh UtaE,
Kepala Bidmg .............

NIP.

Potong disinidmkiimte tudan kndaptm Doemh Kabryoten AehUtam

Nm WP

NPWP

NOP

No. STPD

Tanggal Penerbitsm

Diterima tgl, Tahun ...........
Penerim

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR o7 muvnzozo
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH I.ITARA NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PA.JAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT TAGIHAN PA'AK DAERAH

BUPATI
,0

\
A.

-32-
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PEf,ERITTAE XABI'PATET ACEB UT/IRA

BAD,/IIT PEI| DAPATAIT DAERTII
Jalan Banda Aceh-Medan Km.295 Mns. Alue Drien l(ec. Lhoksuk(m

Kodc pos 243a2
LTIOKSUKON

Mcnurut tata usaha kafiri, hingga saat ini Saudara nrasih mempunyai tunggakan pajak sebaSai berikut

di

AI'RAT TEOI'RAIf

,',,,,',..' .'..,-'-..Tahun
Kepada i

Ytl. Bapak/lbu/Sdr,

Jenis
Pqjaf<

Tahun Pajak No. dar tanggel STPD/SXPD/
SN Keberatan/ SK Pembetulan/

Putussn Banding r)

Tangg6]
Jatuh T€mpo

Juml8h
TunSSakan P4ak

u',t t *.,,ogJ ti,,i;; ;;"e#;;;; il;;;;il;, ;;;;;;;;;ild;;t merunasi jutnreh
Tunggakan dalam waLtr.r 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggel Surat Tegu;sn ini.
Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera mel,aporkan kepada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Junlah

NIP

Dengan hur (.

PERIIATIAII Kepala Badan Pendapatsn Daerah
Kabupat€n Aceh Utara-

PAJATT }IARUS DILUNASI DAISM WAI(IU 21

{DUA PULUH SATI4 HARI SEIEIAH TANGGAI
SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU

TERSEBUT TINDAXAN PENAGIHAN ANAJ{
DITANJUTKAN DENGAN TINDA(AN PAKSA.

I,{MPIRAN !'II
PERATURAN BUPATI ACEH I'TARA
NoMoRr4 rAHUN 2026
TEI{IANO PERI,'BAHAN ATAS PERATTJRAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TA}IUN 2025
IENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PA.JAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN MRKOTAAN

SURA? TEGURAN

'{"'^,

A. JALIL

-33-



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR e+ TAHUN 2026
TEI.ITANG FBRueeHeN ATAS pERATURAN BUpATI ACEH urARA NoMoR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PAKSA

PEUERtrTTAII KABI'PATEIY ACEH I.ITARA

BN)AN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Banda Aceh-Medan Km.295 Mns. Alue Drien Kec. Lhoksukon

Kode Pos 24382
LHOKSUKON

SURAT PAKSA
Nomor : .................

DEIltI KEADILAIT BERDASARIIAN KETI'IIAITAIT YANG UAIIA ESA
KEPAL/I BADAIT PEITDAPATAIT DATRAII

XABI'PATEIT ACEH I'TARA
Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/ :

Penanggung
NPWP :

Alamat/tempattinggal :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Dengan huruf : (.......

Dengan ini:
1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut

ke Bank/Pos Bank/Pos Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 (dua kali
dua puluh empat) jam sesudah tangga-l pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang
ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas
barang-barang milik Wajib Pafakr/Penanggung Pqjak apabila dalem wektu 2 x24 (dua kali dua
puluh empat) jam surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PIREAfl/TT

PT"'AX EANOA DILI'TAAI DAI.AI TATN' 2 X 24

(DUA &U,I DI'A PI'LI'B TPATI.'AI ATTII.AII

ilrcc/ll, 8[rIAT PrrEA rI, aEC[r DAB tArAa
yrrru rao aIlDArAr PtraorEAt Ar,/lr
IXI.ATJI/TXAT DEf CAll PITNTAAtr.

') CoEy@qtidakFftt

Lhoksukon, Tahun ........
a.n. Kepala Badal Pendapatan Daerah
Kabupaten Aceh Utara,

Kepala Bidang

Jenis Pajak
Tahun
Pajak

Nomor dan tanggal STPD/SKPD/
SK Keberatan / SK Pembetulan/

Putusan Banding

Jumlah
Tunggakan Pajak

(Rp.)

JUMLAH Rp.

,t BUPATI

A. JALIL

-34-
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR Ef, tauuN 2026
TENTANG PENUSEHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NoMoR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERMO HONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

,d BUPATI

A.

Nomor
Lampirar
Perihal : Permohonan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran PBB-P2
Tahun

.........'Tgl. .....
Kepada:

Yth. Bupati Aceh Utara
up.Kepala Badan Pendapatan Daerah
Daerah Kabupaten Aceh Utara
di-

Lhoksukon

hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib pajak ")
Nama Wajib Pajak

ktak Objek P4iak
Nomor Induk **) / N :

Bersama ini mengajukan permohonan pngembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas SppT/SKpD /STPD*)

Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut
dibayar tunai (restitusi) pada rek. No. ......di Bank ...
diperhitungkan (kompensasi) dengan utang/ketetapan PBB 1 Th ....
nama : ,...........,...,

PSjak

Letak Objek
Induk*) / I : ...........
Seri : .................
Disumbanglan kepada Negara.

bahan kami lampirkan
STPDFotokopi tr SPPT, SKPD,

Fotokopi Salinan Surat Keputusan tentang
Penyelesaian Keberatan
Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda t)

Banding
Asli: X SSPD, n Resi

Honnat Saya,
Pemohon

Keterangarl
*) Coretgangtidakp*bt

'") Di.sinomor Kohir SPPT

D Di isi dengantntda X pada kotak gutg bqkenaan A@g pedu saja
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LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMoR9?TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KE"TETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH tsAYAR

BUPATI

A.

PEf ERII{TAII I$BT'PATEIT ACEH UTARA
BADAIV PEITDAPATAN DAERAII

Jalan B.Aceh-Medan Km.295 Mns- Alue Drien Kec- Lhoksukon

Kode Pos 24382
LHOKSUKON

IVO T'RUT

SII'RAT I(ETDTA.PAT PAIAI( DAERAII LEBIH BAYAR (SKPDLB}
MASA

TAIIT'N

A. WA.JIB PA.JAK

NAMA

NPWP

AI.AMAT

B. SPPT/SKPD/STPD'}

NOMOR

TANGGAL

PBB - P2 TERUTANG

C. OzuEK PAJAK

NOP

AI.AMI$

DESA/KELURAHAN

KECAMATAN

I. Bcrdasarkan Qanun lkbupaten Ac€h Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
t€lah dilakukan Pemeriksaan atau Ketcrangan l,ain atas pelaksanaan kewqiiban wqiib pqiak.

II. Dari Femeriksaan atau Keterangm Lain tersebut diatas, Perhitungan jurnlah lebih bayar yang seharusnya
tidak terutang adalah sebagai berikut:

n, (elebihan Fernbayaran PtsB - p2 Tahun ....,.. Scbcsar Rp.

huruf
PERI'IATIAN

Pengembalian Kelebihan Pembayam Pqiak dilakukan pada l(as Daerah dengan mcnggunalen surat perintah
Kelebihan

Keterunqut
*) Coret yutg tidak Wrlu

Lhoksukon, Tahun........
a.n. Kepala Badan Fendapatan Daemh

Kabupaten Aceh Utara,

Kcpala Bidang

NIP.

No Sektor
Nomor Induk

Nomor S€ri

Jurdah PBB

Terutang

Kelebihan

Pembayaran

Dikembalikan Dengan

Dtpindah

Bukukm
Tunai

Diperhitungkan

(Kompensasi)

Disumbangkan

Kepada Negara

I 2 4 5 5 I
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